
LEMBARAN DAERAH 
JAWA TENGAH

Seri A 1975 Nr 2

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I 
. JAWA TENGAH

NOMOR : 4 TAHUN 1975

TENTANG

MENGUBAH UNTUK KEDUA KALI PERATURAN DAE­
RAH PROPINSI JAWA TENGAH No. 9 TAHUN 1967 TEN­
TANG PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 1968 
(LEMBARAN DAERAH JAWA TENGAH SERI A TAHUN 
1968 No. 5 ).

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH.

MEMBACA : Pidato pengarahan Menteri Dalam Negeri pada 
pembukaan rapat kerja Dinas Pendapatan Dae- 
rah Propinsi Daerah Tingkat I se Indonesia 
pada tanggal 31 Maret 1975.

MENIMBANG : a. bahwa berdasarkan hasil rapat kerja Dinas 
Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat 
I se Indonesia tanggal 31 Maret s/d 2 April 
1975 di Jakarta, perlu adanya keseragamari 
mengenai tarip pungutan pajak kendaraan 
bermotor dengan menggunakan dasar pcrhr- 
tungan pada besamya isi silinder (co) dan atau 
tonase (daya angkut menunit buku uji), jenis 
dan umur kendaraan :
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LEMBARAN DAERAH 

JAWA TENGAH 

Seri A 1975 Nr 2 

PBRA1URAN DABRAH PROPINSJ DABRAH TINOKAT J 
1AWATBNOAH 

NOMOR: 4TAHUN197S 

TBNTANO 

MBNOUBAH UNTUIC KBDUA KALI PBRATURAN DAB­
RAH PROPINSI 1AWA TBNOAH No. 9 TAHUN 1!167 TBN­
TANO PAJAK KBNDARAAN BBRMOTOR TAHUN 1!1611 
(LEMBARAN DABRAH 1/i.WA TBNOAH SERI A TAHUN 
1968 No. 5 ). 

DBNOAN RAKHMAT TUHAN YANO MAHA BSA 
KBPALA DABRAH TINOKAT I 1AWA TBNOAH. 

Pldato penprahlln Menteri Dalam Negeri pada 
pembutaan rapat tel'ja Dinas Pendapatan Dae­
rah Propi.,; Daenh Tlngkat I re Indonesia 
pada langgal 31 Muet 1975. 

MEN™:BANO : a. bahwa bcnlasarkan basil npat kerja Dinas 
Peadapalao D..,.h Ptopiu D1erah Tu,gtat 
I se indonesia tanggal 31 Maret lid 2 April 
1975 di Jakarta, pertu adanya .teseragamari. 
mengcnai tarip pungutan pajat kendarun 
betmotor dengan menggunaba dasar pcrht• 
tunpn poda betamya m liffnder (cc) ciao atau 
tonase (daya anglut -•- buku ujl), jenls 
du IUDIW tendarau : 
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b. bahwa pengenaan pajak kendaraan bermotor 
di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah 
masih menggunakan dasar prosentase terha­
dap nilai jual kendaraan bermotor;

c. bahwa berhubung dengan itu, dipandang per­
lu mengubah dasar perhitungan pajak kenda­
raan bermotor sebagaimana diatur dalam Pe­
raturan Daerah Propinsi Jawa Tengah No. 9 
tahun 1967, sesuai huruf a tersebut di atas.

t

MENG ING AT : 1. Undang-undang No. 5 tahun 1974;

2. Undang-undang No. 10 tahun 1950;

3. undang-undang No. 11/drt. tahun 1957;

4. Undang-undang No. 10 tahun 1968;

6. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah No. 
9 Tahun 1967.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAE­
RAH TINGKAT I JAWA TENGAH TEN­
TANG MENGUBAH UNTUK KEDUA 
KALI PERATURAN DAERAH PROPINSI 
JAWA TENGAH NO. 9 TAHUN 1967 
TENTANG PAJAK KENDARAAN BER- 
MOTOR TAHUN 1968, (LEMBARAN DA­
ERAH JAWA TENGAH SERI A TAHUN 
1968 No. 5 )
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b. bahwa pengenun pajak tendaru.n bermotor 
di Propinsl Daerah Tingbt I Jawa Tengah 
muih mengunakan dasar prosentase terba­
dap nilai jual tendanan. bennotor; 

c. bobwa berhubun1 den,... ltu, dipanclan& per­
la mengubah dasar pemltunpn pojak kcnda­
nan bcrmotOf sebaplmana diatur dalam Po­
rahlran D...-.h Propinti lawa Tcnph No. 9 
tabun 1967, sesuai hund' a tenebut di atas. 

MENOINOAT : I. Undana-undang No. S tahun 1974; 

2. Undana-undang No. 10 tahun 1950; 

3. undang-undang No. 11/drt. tabun 19S7; 

4. Undana-undang No. 10 tahun 1968; 

6. Peraturan Daenh Propinsi Jawa Tenph No. 
9 Tahun 1967. 

Denpn penetujuan Dewan Perwatilan Rakyat 
Daemh Propinsi Daenh Tingtat I Jawa Tengah 

MEMUTUSKAN : 

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAE­
RAH TINOKAT I JAWA TENOAJ( TEN­
TANG MENOUBAH UNTUK KEDUA 
KALI PERATURAN DAERAH PROPINSI 
IAWA TENOAH NO. 9 TAHUN 1967 
TENTANG PAJAK KBNDARAAN BER­

. MOTOR TAHUN 1968, (LEMBARAN DA· 
BRAH IAWA TENGAH SERI A TAHUN 
IMS No. S) 
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PASAL I.

Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah No. 9 tahun 1967 tentang 
Pajak Kendaraan Bermotor tahun 1968 yang ditetapkan pada 
tanggal 22 Nopember 1967, diundangkan pada tanggal 22 No­
pember 1968 dimuat dalam Lembaran Daerah Jawa Tengah Seri 
A tahun 1968 No. 5 yang dirubah pertama kali dengan Peraturan 
Daerah Propinsi Jawa Tengah No. 1 tahun 1969, ditetapkan 
tanggal 31 Desember 1968 dan diundangkan tanggal 1 Nopember 
1969, dimuat dalam Lembaran Daerah Jawa Tengah Seri A tahun 
1969 No. 6, diubah lagi sebagai berikut :

Dalam BAB. Ill pasal 3 ayat (1) dan (3) dibaca sebagai berikut :

Pasal 3 ayat (1) :

Dasar untuk menghitung besarnya pajak adalah besarnya isi 
silinder (cc) dan atau tonase (daya angkut menunit buku uji), jenis 
dan umur kendaraan.

Pasal 3 ayat (3) :

Jumlah besarnya pajak untuk 1 (satu) tahun Pajak/Fiskal di­
tetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah 
dalam suatu tabel Pajak Kendaraan Bermotor. .

pasal n
Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak diundangkan.
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PASAL I. 

Pen.taran Dacnh Propinsi Jawa Tengah No. 9 tahml 1967 teMang 
Pajak Kendarun Bermotor tabun 1968 yang dltetapbn pada 
tanggal 22 Nopember 1967, dlundangkan pada tangpl 22 -
pember 1968 dimuat clalam Leabonn Doeiab J.,.. Teapb Seri 
A tahun 1968 No. S :,aog diruboh .,...._ tali denpa Pcntunn 
Daerah Propillli Ja- T-'> No. 1 tahun 1969, -.,taa 
tanggal 31 Desomber 1968 clan diundanpan tangpl 1 Nopember 
1969? dimuat dalam Lembaran Daerah Ian Tenph Seri A tahua 
1969 No. 6, diuboh lagi .. bop; ben'kut : 

Dalam BAB. m pasal 3 a:,at (1) clan (3) dibaea ....... i berikut : 

Pual 3 a:,at (1) : 

Daur 1111tut. menghitung besamya pajat aclalah bcarnya iii 
tilinder (cc) du atau toase (daya angtut meaurut bull.• ■ji). jenil 
daft umur t.endanaa. 

Pasal 3 a:,at (3) : 

Jomlah besamya pojak untuk 1 (satu) talNn Pajat/Flskal di­
tetapkan - Ouberaur Kepala D- Tinpat 1 Jawa Tcngah 
dalam suatu tabel Pajak Kendarun Bermotol'. 

PASAL Il 

Peraturan Daen.• ini m.aai bcrlatu sejat diundlllgt.an. 
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Semarang, 27 Nopember 1975.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
PROPINSI TINGKAT I JAWA TENGAH,

KETUA,

(PARWOTO)l

KEPALA DAERAH TINGKAT I 

JAWA TENGAH,

(SOEPARDJO).
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Semanna, 'El Nopember 1975. 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
PROPINSI TINOKAT I JAWA TENOAH, 

KETUA, 

(PARWOTO)'.. 

KEPALA DAERAH TINOKAT I 

IAWA TBNOAH, 

(SOEPARDJO). 
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PENJELASAN

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I 
JAWA - TENGAH

. NOMOR : 4 TAHUN 1975.

TENTANG :

MENGUBAH UNTUK KEDUA KALI PERATURAN DAE­
RAH PROPINSI JAWA TENGAH NO. 9 TAHUN 1967 TEN­

TANG PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 1968

(LEMBARAN DAERAH JAWA TENGAH SERI A TAHUN 
1968 NO. 5)

I. UMUM.

1. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah No. 9 Tahun 
1967 tentang Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 1968 
sejak ditetapkan pada tanggal 22 Nopember 19^7 telah 
mengalami dua kali perubahan.

Pembahan pertama, yang ditetapkan pada tanggal 31 De­
sember 1968, mencakup persoalan :

a. Jumlah pajak ( pasal 3 ayat (3));

b. Pengecualian dari pajak (pasal 5 ayat (1);

c. Penghapusan opsenten bagi Daerah Bawahan (pasal 
23 ayat tambahan.).

Perubahan yang kedua sekarang ini mencakup ketentuan 
dasar yang dipergunakan untuk menetapkan besamya 
pajak (pasal 3 ayat (1) dan (3)).
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PENJELASAN 

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINOKAT I 
JAWA - TENOAH 

NOMOR: 4 TAH\IN 1!175. 

TENTANO: 

MENOUBAH UNTUK ICEDUA KALI PERATURAN DAE­
RAH PROPINSI JAWA TENOAH NO. 9 TAHUN 1!167 TEN­

T.ANO PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 19" 

(LEMBARAN DAERAH JAWA TENOAH SERI A TAHUN 
1968 NO. 5) 

I. UMUM. 

I. htatunn Dunh Propillli Jna Tnph NO- 9 Tlhun 
1967 tetttana Pajak Kondanan - Tahun 1968 
tejat dhellpkan pada llnp 22 Nopembor l!Jt7 telah 
menploml daa ltali pen,boban. 

Parwb•n ..,_, yang dhellptan peda tanp 31 0.. 
tember 1968, mencatup psnoalan : 

a. JIBlah pajalt ( paul 3 ayat (3)); 

b- Pcn-6an darl pajat (pual S ayat (I); 

c. Pcnghapusu _,.. bagi Daenh Bawahan (pual 
23 ayat tambahan.). 

Parw.,.._ JUC -. IOl:anng ini meacatup tetenbWI 
duar yang diper........,. unmt -notapbn ~ 
pajak (pual 3 ayat (1) dan (3)), 
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2. Besarnya pajak menunit ketentuan Peraturan Daerah 
dalam pasal yang terdahulu ditetapkan atas dasar pro- 
sentase dari nilai jual kendaraan bermotor.

Dasar penetapan tersebut, dengan Peraturan ini, dirubah 
sebagai berikut : jumlah besarnya pajak ditetapkan me­
nurut besarnya isi silinder (cc) dan atau tonase (daya 
angkut menunit buku uji), jenis dan umur kendaraan.

3. Perubahan tersebut dimaksudkan untuk menyesuaikan de­
ngan pidato pengarahan Menteri Dalam Negeri pada 
pembukaan rapat kerja Dinas Pendapatan Daerah Pro­
pinsi Daerah Tingkat I seluruh Indonesia pada tanggal 31 
Maret 1975 dan dengan hasil2 perumusan rapat kerja 

tersebut. .

4. Adapun tujuannya adalah untuk menciptakan kesera- 
gaman tentang tarip pajak kendaraan bermotor diseluruh 
Indonesia, sehingga dengan demikian dapat dihindari 
penaingan tarip antar daerah yang berakibat terjadinya 
]>elarian2 wajib pajak.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

- PASAL I.

1. Besarnya pajak untuk :

a. Kendaraan Bermotor yang digerakkan dengan
motor ditetapkan menurut besarnya isi silinder 
(cc) : ’

b. Kereta gandengan yang pemakaiannya ditujukan 
untuk ditarik kendaraan bermotor ditetapkan 
menurut besarnya tonase (daya angkut menurut 
buku uji);
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2. Besamya pajat menunit ketentun Pcraturan Daerah 
dalam pual y,ng terdahulu ditetapun atas dasar pro­
tefttue dari nilai ju.al kendaraan bermotor. 

Dasar penetapan tenebut, denpn Peraturan ini, dirubah 
sebagai berikut : jpmlah besamya pajak ditetapkan me­
nurut besamya isi lilinder (cc) dan atau tonase (daya 
ugkut menunat buku uji), jenis clan umu~ kendaraan. 

3. Perubahan tenebut dimaksudkan untut menyesuaikan de• 
ngan pidato pcngarahan Menteri Dalam Negeri pada 
pembu.kun ripat terja Dinas Pendapatan Daerah Pro­
pinsi Daerah Tingkat I tehlruh Indonesia pada tanggal 31 
Maret 1975 dan dengan hasit2 perumusan rapat kerja 
tenebut. 

~- Adapun tujuannya adalah untuk menciptakan lcesera• 
pman tentang tarip pajalc lcendaraan bermotor diseluruh 
Indonesia, schingga dcnpn demikian dapat dihindari 
penain~n tarip antar daerah yang bcrakibat terjadinya 
i:e••rian wajib pajak. 

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL. 

PASAL I. 

I. Be,arnya pajak untuk : 

a. Kendaraan Bennotor yang digeraklcan dengan 
motor \1,itctapkan menurut besamya isi silinder 
(cc) : ' 

b. Kcrcta gandenpn yang pemakaiannya ditujukan 
untuk ditarit lcendaraan bermotor ditetapkan 
menurut besamya tooase (daya angtut menurut 
buk.u uji); 
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2. Jenis kendaraan terdiri dari : Sedan, Jeep, Station­
wagon (suburban), Pick up (bestel wagen). Taxi, 
Opelet/Bemo, Sepeda motor, Truck bensin, Truck 
solar, Bus Bensin/solar.

3. Umur Kendaraan dibagi dalam :

- 1 sampai dengan 5 tahun ( tabel I )

- 6 ” ” 10 »• ( tabel n ) J

- 11 ” ” 15 W ( tabel nr )•

- 16 ” ” 20 ( tabel IV ) >

- 21 tahun keatas . ( tabel V ) 9

PASAL II

Cukup jelas.
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2. Jenis kendaraan terdiri dari : Sedan, Jeep, Station­
wagon (suburban), Pict up (be:stel wagen). Taxi, 
Opelet/Bemo, Sepeda motor, Truck bensin, TnM:t 
solar, Bus Bensin/solar, 

3. Umur Kendanan dl1,agi dalam : 

1 sampai dengan 5 tahun ( label I ) ; 

6 .. .. 10 • ( label n ) ; 

II .. .. IS • ( label m )' ; 

16 .. .. 20 .. ( tabol IV ) 

21 tahun keatas ........ ( label V ) 

PASAL II 

Cut.up jelas. 
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PROPINSI DAERAH TINGKAT I 

JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH 
TINGKAT I JAWA TENGAH

NOMOR : 4 TAHUN 1975

TENTANG

MENGUBAH UNTUK KEDUA KALI PER­
ATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TE­
NGAH No. 9 TAHUN 1967 TENTANG PAJAK 
KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 1968 
(LEMBARAN DAERAH JAWA TENGAH SE­
RI A TAHUN 1968 No. 5 )

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan 
Surat Keputusannya tanggal 20 Desember 1975 
No. PEM. 10/39/23 - 253.

Diundangkan pada tanggal 22 Desember 1975.

Sekretaris Wilayah / Daerah 
Tingkat I Jawa Tengah,

(KARDIMAN)

Dimuat dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah 
Tingkat I Jawa Tengah Seri A No. 2 Tahun 1975.
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. 8. 

PROPINSI DAERAH TINOKAT I 

!AWA TENOAH 

. 236 

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH 
TINOKAT I !AWA TENOAH 

NOMOR : 4 TAHUN 1975 

TENTANO 

MENGUBAH UNTUK KEDUA KALI PER­
ATURAN DAERAH PROPINSI !AWA TE­
NOAH No. 9 TAHUN 1967 TENTANO PAJAK 
KENOARAAN BERMOTOR TAHUN 1968 
(LEMBARAN DAERAH !AWA TENOAH SE­
RI A TAHUN 1968 No. 5 ) 

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan 
Sunt Ke:putusannya tangpl 20 Desember 1975 
No. PEM. 10139/23 • 253. 

Diundangkan pada tanggal 22 Desember 1975. 

S.kretaris Wilayah / Daerah ., 
Tingkac I Jawa Tengah. 

(KARDIMAN) 

Oimuat dalam Lembaran Daerah Propinsi Onrah 
Tingkat I Jawa Tengah Seri A No. 2 Tahun 1975 . 
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KEPUTUSAN

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : PEM 10/39/23-253

MENTERI DALAM NEGERI,

Membaca : a. Surat Gubemur Kepala Daerah Tingkat I 
Jawa Tengah tanggal 6 December 1975 No. 
Huk. 198/16 perihal pirmohonan pengesahan 
Peraturan Daerah;

b. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I 
Jawa Tengah tanggal 27 Nopember 1975 No. 
4 Tahun 1975 tentang mengubah untuk kedua 
kalinya " Peraturan Daerah Propinsi Jawa 
Tengah No. 9 tahun 1967 tentang Pajak 
Kendaraan Bermotor

Menimbang : bahwa tidak berkeberatan untuk mengesahkan 
Peraturan Daerah yang di maksud.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 tahun 1974;

2. Undang-undang No. 11 Drt. tahun 1957, jo 
Undang-undang No. 1 tahun 1961.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Mengesahkan Peraturan Daerah Propinsi Dae­
rah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 27 Nopem­
ber 1975 No. 4 tahun 1975 tentang mengubah 
untuk kedua kalinya Peraturan Daerah Propinsi 
Jawa Tengah No. 9 tahun 1967 tentang pajak 
kendaraan Bermotor dengan perubahan sebagai 
berikut :
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KEPUTUSAN 

MENTERI DALAM NEOERI REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR : PBM 10/39/23-253 

Membaca 

MENTER! DALAM NEOERI, 

•• Sum Oubemur Kepola D1m1h Tingut I 
lawa Tengah tanggal 6 DOMlllber 1975 No. 

Hut. 198/16 perihal ~--• pengesaban 
Pcraturan Daerah; 

b. Pentturan o .. rah Propimi o .... h Tingut I 
lawa Tengah tanggal 'rl Nopember 1975 No. 
4 Tahun 1975 tenting mengubah untut kedua 
taHnya • Peraturan Daerah Proplnsi Jawa 
Tengah No. 9 tahun 1967 tentaftJ Pajak 
Kcndaraan Bcnnotol' •. 

Menimbang bahwa ddal berkeberatan untat mengaahtan 
Peraturan Daerah yang di mabud. 

Mcngingat t. Undang-undang No. S tahun 1974; 

Mcnetapkan 

2. Undang-undang No. II D11. tahun 1957, jo 
Undang-undang No. 1 tabun. 1961, 

MEMUTUSKAN: 

Mcngesahbn Pentunn Daerah Propinsi Du. 
rah Tingut 1. laws Tcngah tanggal 'rl Nopem­
ber 1975 No. 4 tahun 1975 toatang mengubah 
untuk kedua ullnya Penttunn Daerah Propimi 
laws Tongah No. 9 tahun 1967 tentaog poju 
kendanan Bermotor dengan perubahan ~ 
borikut: 
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Kata-kata "KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH” 
dibaris kesepuluh dari atas dan dibaris keempat dari bawah, harus 
dibaca ” GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA 
TENGAH

Ditetapkan di : Jakarta, 

pada tanggal : 20 Desember 1975

MENTERI DALAM NEGERI,

AMIR MACHMUD.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri / Sekretaris Negara di Jakarta.

2. Menteri Kehakiman di Jakarta.

3. Menteri Keuangan di Jakarta.

4. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah di Se- 
tnarang.

5. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah 
Tingkat I Jawa Tengah di Semarang.
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Kala-bta "KBPALA DABRAH TINOKAT I JAWA TBNOAH" 
dioaris t ... puluh dari alas dan dibaris uempat dari bawah, ha"" 
di"baca • OllBBRNUR KBPALA DABRAH TINOKAT I JAWA 
TBNOAH •. 

Ditetapbn di 

pada tanggal 

Jakarta. 
20 Desember 197S 

MBNTBRI DALAM NBOBRI, 

AMIR MACHMllD. 

SALINAN anat ltoputuan ini disampaitan kepada : 

1. Menteri / Sekretaris Negara di Jakarta. 

2. Meateri Kehakimtn di Jakarta. 

3. Men.teri Keuanpn di Jatarta. 

4. Oubemar Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tenga~ di Se­
muaag. 

S. Ketua Dewan hrwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah 
Ttngkat 1 Jawa Tengah di Semarang. -

• 
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